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Menimbang :

Mengingat :

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI UAROS
NOIOR : 05 TASUN 2ol1

TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS

DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN UAROS

DENGAN RAHIIAT TUHAN YANG IIAHA ESA

BUPATI IAROS,

a. bahwa untuk melaksanaken kelentt|an pasal 14 ayat (8) Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinae-Oina8 Daor8h Kabupaten Maros, s€bagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daofah Nomor 08 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daorah Kabupaten Maros Nomor 21
Tahun 2008 lentang Organisasi dan Tata Keria Dinas - Dinas Daerah
Kabupaten Maro6, maka dipandang perlu menyusun Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kgbudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Maros:

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada hunif
a diatas, maka p€du menetapkan Peraturan Bupati tentang
penjabaran Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerta Dina6
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah{aerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N€gara
Republik Indonesia Nomo|l822):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran N€gara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541) s€bagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran N€gara Tahun 1999 Nomor '169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20(K tentang Pembenlukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 iahun 2004 tontang Pemerintahan Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4, Tambahan
LembaEn Negara Republik Indonesia Nomor t1437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rspublik Indonssia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 48.14);



li

-L-

-

I

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintiah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pem€rintah Daerah Kabupaten/J(ola (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peratulan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2007

Nomoi 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741')i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 l0 tentang Disiplin P€gawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

No;or 74. Taribahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5153);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang

urusan pemerintahan yang menjadi ket/venangan Pemelintah Daerah

Kabupaien Maros (L6mbiran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7

Tahun 2008);
'lo. Peraturan Daerah Nomor 2l Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata

Keria Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah

Tahun 2OOB Nomor 21) sebagaimana telah diubah beb€rapa kali

terakhir dengan Petaturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Oaerah Kabupaten Maros Nomor 2'l

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas - Dinas Daerah

Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08).

IEIUTUSKAN :

Menetapkan : PEMTURAN BUPATI MAROS TI:,NTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, UMIAN I U(;AS OAN TATA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISAIA.

BAB I

KETENTUAN U Ul[
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adaiah Daerah Kabupaten Maros;

2. Pemedntah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupatiadalah Bupati Kabupaten Maros;

4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten marog

Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahanan oleh p€merintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesaa;

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau
desa dari pemedntah kabupaten untuk melaksanakan tugas tBrbnfu;

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh ssorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris DaErah Kabupaten Mar6;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ksbudayaan dan Pariwisata Kabupaten MarG;
Tugas Pokok adalah lKiar dari kessluruhan tugas jabatan;

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan peniabaran dari tugas pokok;

7.

8.

9.

10.

6.



1't. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas iabatan yang

merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan;

Kelompok iabatan fungsional, adalah kelompok iabatan fungsional pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal2

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyal
' ' tugas potok mlmbantu Pimpinan dalam menyelenggarakan urusan di bidang

ke-budayaan seiarah dan purbakala, pengembangan destinasi pariwisata'

pemasjran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas

desentrahsasi, dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebiakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata:

c. pembinaan, dan pengawasan tugas di bidang kebudayaan, sejarah dan

purbakala pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, kerja sama

dan pemberdayaan masyarakat;

d. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Uraian lugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Paiwisata sebagai berikul :

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (Restra) dan rencana

kerjt (Renja) dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai p€doman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawaha; untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi keria;

c. mendistribusikan tugas-lugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berialan lancar;

d. merumuskan kebi.iakan standar operasional bidang meliputi sejarah dan
purbakala, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran,

kerjasama dan pemberdayaan masyarakal;

e. merencanakan dan mengendalikan banluan pembiayaan kegialan bidang
pariwisata dan kebudayaan;

f. melaksanakan pembinaan umum, pembinaan teknis dan sosialisasi
tentang pariwisata dan kebudayaan;

g. memberikan rekomendasi alas pon00unaan / pemanfaatan warisan

budaya;

h. melakukan inventarisasian, kaiian, l)llltlikasi dan dokumentasi budaya

daerah:
i. melaksanakan sistem pengendalian lrltcrn;

j. menyelenggarakan penatausahaan dinas kebudayaan dan pariwisata;

k. menyelenggarakan pengembangan, koordinasi' kariasama dan kemitraan

dengan lembaga Yang terkait;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dinas kebudayaan dan
pariwisata dan memberikan saran perlimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebiakan;

m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diPerintahkan atasan,

sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

12.
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Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

a. Sekretanat,
b. Bidang Kebudayaan;
c. Bidang Sejarah dan Purbakala;
d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

e. Bidan; Pemasaran,keda Sama dan Perrrberdayaan Masyarakat:

f. Ketompok Jabatan Fungsional.

Bagian.Kedua
Sekretariat

Pasal4

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan

teknis dan administrasi urusan program' Keuangan, Kepegawaian dan

Umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok lersebut pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;

b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaiani

c. pengelolaanadministrasikeuangan;

d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta p€ngelolaan dan

penyajian dala;

e. pengelolaan dan pembinaan organisasi;

f. pelaksanaan iugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagai betakut :

a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dil;ksanakan serta memberikan penilaian prestasi keria;

c. mend jstrjbusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar;

d. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Op€rasional

Pros;dur (SOP) setiap kegiatan Dinas Kebudayaan dan Paliwisata;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (LAKIP);

f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan

bahan penyusunan Program dinas;

g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

di lingkungan dinas;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas
sehingga teMuiud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

melaksanakan pengolahan serta penyaiian data dan

mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum
I.
k.

mengkoordinasikan,
informasi;
melaksanakan dan

melaksanakan dan
dan kepegawaian;

l. melaksanakan dan
Keuangan;

mengkoordinasikan pelayanan administrasi



o.

m.

Sekretariat terdiri dari :

(tAKlP):
e. menyiaPkan bahan

undangan, PetunJuK
penyusunan program;

f. menghimPun dan menYajikan data dan informasi program dan kegiatan

Sub Bagian Program;
Sub Bagian KePegawaian dan umum;

Sub Bagian Keuangan'

Sub Bagian Program

Pasal 6

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang- mempunyai

tugas pokok membantu ""*'"t"""'J"i"ti 
pembinaan' koordinasi' monitoring

dan evaluasi Program'

i,t","",*"1'p"*i* Kepala sub Bagian Program.seo"g'-'-:"-tl*::'^

a. menyusun rencana strategls (Renstia) dan rencana -kerja 
(Renja)

kegiatandinast.eouoaya",ioin|arwisataSebagaipedomandalam
Pelaksanaan tugas:

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis' pengawasan dan penilaian kineria

" i"p"a" oi*"t in sehingga pelaksanaan tugas berialan lancari

c menokoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
- 

pere-ncanaan program dan anooaran:

d. menyiapkan bahan Laporan 
"ikuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan menyosialisasikan peraturan perundang-

;""i;il;;;il6 Petuniuk teknis di bidans

melaksanakandanmengkoordinasikanpelaksanaanurusanrumah
tangga dinas; 

--'---'r':nasikan administrasi pengadaan'
melaksanakan dan mengkoorol

pemeliharaan dan penghapusan barang;

;;;;.r" laporan hasil pelaksanaan tugas dan mem-berikan saran

;:r:,i'."#il'6;da atasin sebagai bahan perumusan kebilaKan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diPerintahkan :!:!'.^*:""
::,=J;ruid;ft iu-g""nv" untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tuoas.
Pasal 5

dinas;
menqe|oladanme|akukanpengembangansistempenyajiandata
berb;sis teknologi informasi;

;;;;"; i"p";" hasil pelaksanaan tugas sub Basian .Pros.m-oan
.!#J"*""'""t"n periimbangan kepida atasan sebagai banan

Derumusan kebliakan:

;#;";;; i;nas kedinasan lain vans diperintahkan ofl'.^"]l:"n

1."""i-oloras tu-gasnya untuk mend'ukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

(1)

(2)

9.

n.

t.

(1)

Sub Baglan KePegawaian dan Umum

Pasal7

s ub B as ian Kepesawa'-an- 
^9:Jr HT;LI'3'TJI,"1* iT:i: ;:?. ff ::T

vanE mempunyai tugas PoKoK rr

il"iol""-.i,'."'iit"ring-dan evaluasi kepegawaian dan umum

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. sebagai berikut :

;';;.;;";" rencana kegiatan sub Bagian Kepegawaian dan umum
- 

se-Ua'gai peOoman dalam pelaksanaan tugas;

(2)



b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerla
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;
menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;

menyiapkan bahan dan mengelola adminrstrasi surat tugas dan Perjalanan
dinas pegawai:

menyiapkan bahan dan menyusun rencana tormasi, informasi jabatan, dan

bezetting pegawai;

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi
kenaikan pangkat, perpindahan. pensiun.

c.

d.

T.

s. kepegawaian meliputi usul
penilaian pelaksanaan

pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa
dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

kerja, peralihan status,

h. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa

pegawai negeri sipil;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan' peningkatan

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

j. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis
teknologi informasi;

k.menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian;

l. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

m.melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan keluar;

n. mempersiapkan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan,
dan keprotokolan;

o. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga
dinas;

p. mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan lingkungan kantor,

q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;

r. menyiapkan/mengkoordinasikan bahan dan menyusun administrasi
pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, invenlarisasi dan
penghapusan barang;

s. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta

menyusun laporan barang inventaras;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakani

u.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Sub Bagian Keuangan

Pasal I
(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan dan mengelola

administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan'

pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

a. menyusun Rencana Keria Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

b. memberi pelunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



c. melaksanakan pengumpulan' pengolahan, penganalisaan dan penyallan

data keuangan;

d. melakukan pengendalian keuangan lingkup dinas kebudayaan dan

pariwisata;

e. melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow)l

f. menvusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Mombayar (SPM)

lingkup Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

o. melaksanakan penguiian dan analisa Surat Perintah Mombayar (SPM)'

" U;;*P;;";;dn iili'l oanti Uang Persediaan (GU)' T€mb,ahan uans

Pers-ediaan (TU) dan Langsung (LS) yang dialukan oleh Kuas€ Pengguna

Anggaran (KPA) lingkup dinas kebudayaan dan parlwlsaE;

n. membuat laporan bulanan realisasi anggaran belania menurut rekening

berdasarkan Pengeluaran SPM;

melaksanakan kontrol keuangan;

melaksanaan urusan psngelolaan gaji dan melaksanakan penggaj'an;

melaksanakan pros€s administtasi terkait dengan penatausahaan' dan

pengelolaan keuangan dinas:

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan. tugas dan memb€Jikan saran

pertimbangan kepada atasan sobagai bahan perumusan keDqaKan:

m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran p€lalGansan rugas'

Bagien Ketiga
Bidang Kobudayaan

Pasal I
(l) Bidano Kebudavaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

pokoli membantu Kepata Dinas dalam porencanaan'. pangawasan'

D€nvusunan pedoman dan p€tuniuk teknis pengembangan budaya daerah

ian'oelestarian nilai-nilai tradbional dan p€rfilman'

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat ('l), Kepala Bidang

Kebudayaan memPunYai fungsi:

a. penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang

kebudayaan;

b. penyusunan program oan fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya daerah

dan perfilman;

c. menyelenggarakan usaha'usaha penelitian perencanaan, pambinaan'

kooriinasiierta pengawasan atas kegiatan kebudayaan;

d. melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang kEbudayaan;

e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan budaya tradisional dan

perfilmman;

f. penyelenggaraansosialisasibudayalradisionaldanpettilman;
g. pemantauan, evaluasi dan polaporan pelaksanaan kebijakan yang

berkenaan di bidang kebudayaan'

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan tungsinya.

(3) Uraian Tugas KePala Bidang Kebudayaan sobagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

t.

j.

k.



b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan. tYS1s. gan

keoiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan Delum

diliksanakan serta memberikan penilaian prestrasi ketia:

mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi p€tuniuk pelaksanaan

ir#" i;p"a" b"*"ian ajtringga petat<sanaan tugas berjalan lancar;

d. menyelenggarakan penetaPan kebiiakan nilai budaya tradisional dan

perfilman;

e. menvelenqqarakan penetapan p€doman, norma, siandar klitelia dibidang- 
6uijuiirJo"i"ionat din perfilman rencane kerja dan anggaran dinas;

f. menjelenggarakan koordinaai dan fssilltasi pengsmbangan nilai budaya

tradilionai perfilmman dan petlindungan budaya;

g. menyelenggarakan promosi dan pornolrlt|san budaya:

i. melaksanakan upaya perlindungan, pemeliharaan d11. P€m?Jtlaatan" 
il"-"-0" d"g"i e".i"y" (BbB), Wat-i8on Benda Budaya WBB) dan warisan

Budaya DuniaWBD);
i. memberikan rekomendasi atas penggunaan/pemantaatan warisan budaya;

j. melakukan penginventarisasian' pengkajian, pempublikasian dan

Dendokumentasian budaya;

k. melaksanakan pelayanan umum dan fasilitasi perizinan sesuai ketentuani

l. melaksanakan sistem pengendalian intern:

m. menokoordinasikan kegiatan bidang kebudayaan melalui rapat dan atau

irinin tangsung agar-terialin komunikasi dan saling mendukung dalam

pelaksanaan tugas:

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang

memberikan saran partimbangan kepada atasan
perumusan kebiiakan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dip€rintahkan atasan

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran p€laksanaan tu9a8'

Pasal 10

Bidang Kebudayaan terdhi dari :

a. Seksi Pengembangan Budaya Daerah dsn Pelestatian nilai-nilai tradbional;

b. S€ksi Perfilman.

Ssksi Psngembrngen Budsya Daetah

Dan Polostarian Nllol'Nilai Tradblon.l

Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestatian Nilai-Nilai Tradbional

dipimpin olen Kepila Seksi yang mempunyai tugas pokok memb€ntu Kepala

BiOang Aatam malakukan pembinaan, koodinasi' monitoling dan evaluasi

budaya dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

(2) uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian

nilai-nilai tradisional s€bagai berikut :

a. menyusun rencana kegialan sebagai pedoman melaksanakan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kineda

kepada bawahan sahingga petaksanaan tugas beljalan lanca[

c. menyiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk msngenai tata

cara- penyelenggaraan kegiatan pendataan, penggalian masalah

pengembangan budaya daerah;

d. mengembangkan budaya tradisional s€suai dengan ketentusn
perundang-unoangan;

e. melakukan Denanaman nilaFnilai tradisi s€rta pembinaan watak dan

potensi bangsa;

kebudayaan dan
sebagai bahan

365Ual



i melakukan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak dengan

lembaga ada terkait dan masyarakatl

g. melaksanakan p€mbinaan dan pengembangan budaya daerah dan nilal

nilai tradional;
h menokoordinasikan kegiatan bidang budaya daerah dan nilai-nilai" ili!i;;;i;;hri rap"i o"n arahan langsung agar tErialin kornunikasi

dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksana€n .tugas dan memberikan saran

pertihbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan KeDl'aKan:

i melaksanakan tuqas kedinasan lain yang diperintahkan oloh atasan

' 
"""""i-u,o""s 

tu-gasnya untuk mendukung kelancaran pelakaanaan

rugas.

Sck3l Pedllm'n
Pasal 12

(1) Seksi Perfilman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas poko!(

''' ;;t;;t" x"oi'" bio"ng dalim melakukan pembinaan' koordinasi'

monitoing dan evaluasi pengelolaan pet{ilman'

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Parfilman s€bagai berikut:

a. menyusun rencana kegialan sebagai pedoman dalam pslaksanaan

tugas:

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinsria

kepada bawahan sehingga polaksanasn tugas beqalan Fncar;

a. mengkoordinasikan kogiatan biddng porfilman m€lalui rapat dan atau

arahin langsung agar ie{alin konrulikasi dan saling mendukung dalam

pelaksanaan lugas;

b. memberikan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten:

c. menberikan rekomendasi usaha p€rfihman' dibidang pembuatan tilm'- 
f"rJo"ran, penjualan dan panyowaan (v.c.g'DYP). pertuniukan film

i"titing, p"niya;tg"n film melalui modia elekironik dan tempat hiburan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan membe-likan saran

pertimbangan kepada atasan sabagai bahan perumusan KeDUaKan;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olah atasan

sesuai bidang tugasnya uniuk mendukung kelancaran p€laksanaan

tugas.

Bagian KeemPat

Bldang Sejareh dan Purb.kala

Pasal 13

(1) Bidang Seiarah dan Putbakala dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan p€ngawasan'

m6nyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petuniuk teknis seiarah

dan purbakala.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang

Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi :

a. perumusan kabiiakan teknis di bidang se.ialah dan purbakala;

b. pengkoordinasian p€laksanaan kegiatan bidang sejarah dan purbakala;

c. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi bidang seiarah

dan Durbakala:

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugaenye



(3) Uraian tugas Kepala Bidang sabagai berikut:

a. menyusun rencana dan program keria kegiatan

melaksanakan tugas;

Seksi Sejarah dan Museum;
Seksi KeDurbakalaan

sebagai pedoman dalam

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan.

keoiatan bawahan untuk mgngelahui tugas-tugas yang relan

dil;ksanakan s€rta memberikan penilaian prestasi keria;

c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu g"n memberi petunjuk- pet"k""n.tn tugas iepadi bawahan sehingga pelaksanaan tugas

bertalan lancac

d. menyelenggarakan kedasama bidang seiarah dan purbakala dengan

Dihak terkait:

e. melaksanakan upaya pedindungan' pemeliharaan- dan pemanfaatan

benda cagar budaya, warisan benla bubaya dan warisan budaya dunia:

f. melaksakan penggalian, pengembangan dan. pelestarian s€rta periiinan'

kesejarahaan pulbakala psrmusguman dan alKeologli

g. menyiapkan bahan rekomendasi atas penggunaan/pemanfaatan wansan;

i. p"njnitpun"n dan penyiapan bahan rumusan kebiiakan dibidang

seiarah dan Purbakala;

i. penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;

j. pengkoordinasian Polaksanaan kegiatan bidang seiarah dan purbakala:

i. membuat laporan hasil p€laksanaan tugas bidang kebudayaan dan' t"tu"iit"n' saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

l. melaksanakan tugas kedinasan tain yang diperintahkan atasan sesual

bidang tugasnya rintuk mendukung kelancaran p€laksanaan tugas'

Pasal 14

Bidang Seiarah Dan Purbakala terdiri dari :

tugas dan
dan belum

a.
b.

Sek3i Soiamh dan Musoum

Pasal 15

(1) Seksi Seiarah dan Mussum dipimpln okrlr Kepala Seksi yang mempunyal.- 
tugas pokok membantu Kepala Btrlang dalam melakukan flombinaan'
iiioln'""i, monitoring dan evaluasi pokrksanaan pengelolaan Sejarah dan

Museum.

(2) Uraian tugas Kepala Seksisejarah dan Museum sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinEria

kepada bawahan s€hingga pelaksanaan tugas belialan lancar;

c. mengkoordinasikan kegialan seksi sejarah dan muse-um. melalui rapal

dan atau arahan langsung agar terialin komunikasi dan saling

mendukung dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelenggarakan keriasama bidang seiarah dan mus€um dengan pihak

terkait;

e. melakukan registrasi museum dan koleksi di kabupaten;

f. melaksanakan pedoman dan penetapan kebuakan di bidang.pemahaman

seiarah nasional, seiarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayan

daerah skala kabupaten;

g. malaksanakan Pengadaan dan pengelolaan koleksi'. pemsliharaan dan

. perawatan, peniaiian serta melakukan bimbingan edukalif kultural;



i.

k.

h.

L

t.

m.

n.

o.

melaksanakan penetapan kebiiakan dibidang inventatisasi dan

dokumentasi sumber s€iarah dan publika8i sejarah;

melaksanakan p€doman kabupol(nr dalam rangka pEmb€lian

penghaigaan todn ysng betiasa torhodap p€ngembangan seiarah:

menerapkan pedoman peningkatan psmahaman s€larah dan wawasan

kebangsaan nilai-nilai seiarah dan kepahlawanan;

melaksanakan pedoman kabupatsn mengenai databass sistem informasi

geografis seiarah, koordinasi dan komittaan pemetaan' p€nyebnggaraan

diklat seiarah;

membuat kebiakan p€nyelenggaraan dan pengelolaan museum;

pengkoordinasian p€laksanaan ksgiatran bidang dan mus€um;

membuat laporan ' hasil pelaksanaan tugas dan "tlP-til1l *on
pertimbangan kepada atasan s€bagai bahan p€rumusan lGDlFKan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dip€rintahkan atasan s€suai

bio"ng trg"sny" uintuk mendukung kelancaran p€laksanaan tuga6'

(1)

(21

Seksl KoPurb.k.l.an

Pasal 16

Seksi Kepurbakalaan dipimpin oleh Kepala S€ksi yang memPunyai iugas

ookok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinean' l(oorolnasl'
'monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kepurbakalaan

uraian tugas Kepala S€ksi Kepurbakalaan sebagaibedkut:

a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan ssbagai pedoman dalam

melaksanakan lugas;

b. memb€ri petunluk, bimbingan teknis' pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawah;n sehingga p€laksanaan tugas beialan lancar;

c. menyelenggarakan keriasama bidang kepurbakala dengan pihak terkait;

d. melaksanakan upaya perlindungan, p€meliharaan dan p€manfaatan

benda cagar budaya, warisan b€nda budaya dan wansan budaya ounla;

e. menyiapkan bahan rekomandasi atas penggunaan / pemanfaatan

warisan budaya;

f. menyiapkan bahan kordinasi dan fasilitasi p€ngembangan pel€starian

nilai-nilai sejarah kEpurbakalaan;

g. menginvertarbasi p€ngembangan toftadap sarana warisan budaya dan

purbakala;

h. penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebiiakan dibktang

ourbakala:
i. pengkoordinasian dan fasilitasi p€laksanaan kegiatan bidang pulbakale;

j. membuat taporan hasil pelaksanaan tugas dan memborikan saran' pertimbangan kepada atasan sebagaibahan Perumusan kebijakan;

k. melaksanakan lugas kedinasan lain yang dipelintahkan atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran p€laksanaan tugas'

B.gian Kolima

Bidang Pongembangan De3tln.tl P.riwb.ta

Pasal 17

(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas Pokok membantrl Kepala Dinas dalam peFncanaan'
pengawasan, penyusunan p€domarr dan petuniuk tsknis pengembangan

deslinasi Dariwisata.



(2\ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pada ayat (1), Kepala Bidang

Kebudayaan mempunyai tungsi :

a. pen;himpunan dan p€nyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang

pengembangan d$tinasi Pamusara:

b. penyusunan program dan fasililasi pelaksan€?n kegPlan saEna dan

brasarana, jaia usaha pariwisata seG pengelolaan oblek dan daya tadk

wisata;

c. pengkoordinasian pslaksanaan kegiatan pengembangan destinasi

pariwisata;

d. oemantauan, evaluasi dan p€laporan p€laksenaan kebiiakan yang

berkenaan di bidang psngembangan dostinasi pariwisata:

e. pelaksanaan tugas lain yang diborikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengenfiaruan Destinasi Pari^risata sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan 8€bagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas:

b. memantau, mengawasi dan mengovaluasi p€laksanaan. tugas dan

keoiatan bawahai untuk mengetahui tugas'tugas yang telah dan belum

diliksanakan serta memberikan ponilaian prestasi keria;

c. mendistribusikan tugas-iugas tsltentu dan memb€li petunjuk

pelaksanaan tugas iepadi bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berlalan lancar;

d. menyelenggarakan p€ngembangan sistim infomasi pati^risata;

e. menyelenggarakan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP)

(3)

f.

g.

n.

i.

Kabupaien;
pelaksanaan kebiiakan dan penotapan p€doman pangembangan

destinasi Dariwisata skala Kabupaten;

Penetapan dan p€laksanaan p€doman perencanaan p€masaran:

Pelaksaanaan pedoman partisipasi dan p€nyelenggaraan pameran /
event budaya dan paliwisata;

Menyelenggarakan kerjasama pengembangan dEslina8i Pariwbata skala

Kabuoaten:
j. membuat laPoran hasil pelaksanaan tugas dan memb€-liken ssran- 

pertimbanga; kepada atasan sebagaibahan perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipedntahkan atasan s€suai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 18

Bidang Pengembangan Desiinasi Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi sarana dan Prasarana Parawisata;

b. S€ksi Jasa Usaha Parawbata;
c. Seksi Pengelolaan Obiek dan Daya Tarik Wisata.

Seksi Serrn. drn Praaarana Psliwllata

Pasal 19

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Padwisata dipimpin oleh.Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu KePala Bidang dalam melaksanakan
perencanaan dan p€ngawasan, p€nyusunan p€doman dan Petunluk tsknis
seksi sarana dan prasatana paliwisata.



(1) Uraian tugas Kepala Seksi sebagaiberikut:

a. menyusun rencana kegialan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian- 
i"""oi oi*in"n sehingga pelaksanaan tugas berialan lancari

kineria

c. menyediakan sarana/sumber daya pendukung y"l9-E9i'.:-qf 
"tg"'"-' 

u.nti,i dan .ienis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam

kegiatan Pariwisata;
d. menyediakan prasarana,sumber daya..pendukung retdiri dari tempat' 'ii,itiili"' oalm uentut< bangunan diatasnva dajr batas-,fisik vans

statusnya ielas o"n t"m"nihi persyaratan yag ditetapkan untuk

pelaksjnaan program kegiatan pariwisata;

e. menciptakan sarana prasarana pariwisata yang sesuai dengan

perkembangan zaman;

f. i<oordinasi 
-dengan 

dengan instansi terkait agar dapat.saling memberi' r""ui"n u"it i"ng be6ifat teknis maupun non teknis dan bekeqasama

membangun sarana prasarana pariwisata yang sesuai dengan

perkembangan zaman:
o- menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

" p"ttii-u.-g"Jk"pada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rugas'

seksi Jasa U3aha Prriwiaata

Pasal 20

(l) Seksi Jasa Usaha Pariwisata dipimpin oloh Kepala Seksi yang mempunyal
' ' G;; 

-poior 
temuantu Kepala Bi'ftn\l dalam melakukan . 

pembinaan'

io"oioinasi. monitoring dan evaluasi p(firkunlaan iasa usaha patiwisata;

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Jasa Usaho l'oriwisata sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi jasa usaha pariwisata sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. memberi petunluk, bimbingan ieknis, pengawasan dan penilaian kinerla

kepada bawahin sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam ]angka pengembangan- 
ouiei Oan daya tarik wisala, at;aksi' hiburan umum serta usaha dibidang

akomodasi dan rumah makan;

d. menyiapkan bahan pendaftaran dan pelijinan dibidang.. jasa usaha

pariwisata meliputi pengusahaan atraksi wisata, rekreasi' hiburan umum'

rumah makan. dan restoran ;

e. memantau jasa usaha pariwisata meliputi atraksi wisata, rekreasi dan

hiburan umum;

f. melaksanakan pengawasan, mengatur pembinaan, dan p€ngembangan

iasa usaha pariwisata, usaha-usaha akomodasi dan rumah makan;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
" pertimbangan'kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

seksi Pengelolaan objok dan Daya Tarlk Wisata

Pasal 2'l

(1) Seksi Pengelolaan Obiek dan Daya Tarik Wisata diPimpin oleh.KePala Seksi

yang me-mpunyai iugas pokok membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan perencanaan dan pengawasan, penyusunan pedoman dan
petuniuk teknis seksi pengelolaan objek dan daya tarik wisata.



(21 lJraian tugas Kepala Ssksi sebagaiberikut:' ' 
". t"nyu"un rencana kegiatan sebagai pedoman dalam P€laksanaan

D.

f.

Beglan Koenam

Kopala Bidang Pgmaser.n, KorFsama Drn Pemb€rd'yran [aly']'krt
Pasal22

(1) Bidang Pemasaran, Keliasama dan Pemb€rdayaan Masyarak€t dipimpin
' ' oleh (epata Bidang yang mempunyai tugas pokok msmbantu Kepela Dinae

dalam oerenc:naan dan pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan

oJotin o"n p€tuniuk 6knis p€masaran, kerjasama dan pemb€rdayaan

masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok te6ebut pada alat (1)' Kepala Bidang*' ;;;;";;il i;riaiama o-an iemberdavaan Masvarakat m€mpunvaifungsi :

a. penghimpunan dan panyiapan bahan rumusan. k€biiakan dibidang

pemasaran, kedasama dan pemberdayaan masyarakat

b. penyusunan program dan fasilitiasi pelaksanaan kegiatan pemasaran'

ke{isama dan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian pelaksanaan dibidang pemasaran, l€riasama oan

pemberdayaan masyarakat;

d. penyelenggaraan sosialisasi dibidang pemasaran' keriasama dan

pemberdayaan masyalakat;

e. pemanlauan, evaluesi dan polaporan .pelaksanaan kebijakan yang

berkenaan dibidang pemasartxr, kerjasama dan pemberdayaan

masyarakat;

f. pelaksanaan tugas lain yang diborikon olah atalrn sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran, Keriasama dan Pemberdayaan

Masyarakat sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan bidang keputbakalaan s€bagai p€doman

dalam Pelaksanaan tugas:

b. memantau, mengawasi dan menggvaluasi pelaksanaan. lugas dan

kegiatan bawahai untuk mengotahui tugas-lugas.yang telah dan belum

diliksanakan serta memborikan penilaian prestasi kerja;

c. mendistribusikan tugas'tugas tertentu dan memberi petuniuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

d. mengkoordinasikan dan pengawasan segala kegiatan pemasaEn

dengan pola Penggmbangan;

tugas;

memberi oetuniuk, bimbingan teknis, pengawasan.dan penilaian kineria

ieoaoa uiwanin sehingga p€laksanaan tugas bedalan lancar;

memantau kegiatan obiek dan daya tarik wisata, atraksi rekIeasi-dan

hiburan umum 
-sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

melaksanakan pembinaan, pengembangan-.dan pgngawasan terhadap

oUjef Oan daya tarik wisata, rekreasi dan hiburan umum sesual dengan

perundang-undangan Yang bodakui

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan objek dan daya

tarik wisata secara keseluruhan;

menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€rikan saran

pertimbangan kepada atasan Eebagai bahan porumusan KeDlaKan;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan s€auai

bidang tugasn-ya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

o.

9.



t.

s.

h.

menyelensgaEkan sesala .macam ."J"111?:.,f..1'g^111T11i*,1?'
:$"tffi ;?;;;.e.L'il"n"n o"ng"n potunsi kebudavaan.dan o"yl:11j
;;;il; J;"-"saha peneritian, pel'nf nl"n1fTlL:an koordinas

ffiil;;;ffi;;miJaris promosi i.'t"'davaan dan pariwisata;

menyeleriggarakan kerjasama .d:". "i119113:.. 
kemitraan dengan

iiiu"g"i ;ii.k t"*ait lombaga adal (l8rr Inasyerakat:

;;;"0;'";;;""i pariwisaia k9 pY::l fPY:11:t:T*$yl*:#;ffi:iH';ffit1"ii"" p*"t polavanan informasi padwisata skala

tugas bidang kepurbakalaan dan

keDada atasan sebagal banan

Perumusan kebijaka

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan- atasan sesual

" [ii"]ig irg"inva rintuk mendukung kelancaran pelaksanaan lugas'

Pasal 23

Bidang Pemasaran, Ke.iasama dan Pembordayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Promosi dan Pembinaan Event Patiwisata dan Kebudayaan;

O. Setsi eenlngxatan Kerjasama dan Invsstasi Pari^risata;

c. Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat'

Seksi Promosi d.n Pembinsan Event Periwistta dan Kebudayaan

Pasal24

(1) seksi Promosi dan Pembinaan Event Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin

''' olen fepara Seksi yang mempunyai lugas poko.l TttgTt-.l:pala Bidang

Jatam' ,it.rarrun iem6inaan, k;rdin;si' monitoring dan evaluasi event

pariwisata dan kebudayaan.

(2) Uraian tugas kepala seksi Promosi dan Pembinaan Event Paliwisata dan

Kebudayaan sebagai belikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi ptomosi dan pembinaan eve- 
oariwisata dan kebudayaan 8€bagai p€doman dabm pelaksanaan frgas;

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis' pengawasan.dan Pe-nilaian kineda

kepada bawahin sehingga pelaksanaan tugas berlalan bncar:

c. menyusun reneaBa kegiatan pembinaan event pariwisata dan

kebudaYaan;

d. msnyusun buklet, brosur dan baflet (bahan prornosi) digunakan untuk

Dromosi wisaia;

e. melakukan penyebar luasan informasi seiatah lokal di kabupaten;

f. melaksanakan/mengikuti Pameran tentang kebudayaan dan pariwisata' 
oailyang oisetenggirakan oleh pemerintah maupun swasta;

o. rnelaksanakan p€n€tapan kebiiakan dibidang Promoai dan

Event Pariwisata dan Kebudayaan;

kabuPaten;

i. membuat laporan hasil pelaksanaan

memberikan saran Pertimbangan

Pembinaan

h. membuat laporan hasil pelaksanaan luges dan memb€Jikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan KeDl'aKan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesual'' 
bidang tugasnya rintuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Seksi Peningkrtan Keri.sam' d'n Invoat$i Periwisata

Pasal 25

(1) seksi Peningkatan Kedasama dan Invoslosi Pariwisata diPimpin oleh Kepala

Seksi yang memPunyai tugas pokok Inembantu Kepala Bid€ng dalam

melakuian- pem6inain, koordina$, Inonitoring dan evaluasi serta

Peningkatan Keriasama dan Investasa Paliwisata'



(2) Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Keriasama dan Investasi Pariwisata

sebagai berikut:

b.

menvusun rencana kegiatan s€ksi Peningkatan Keliasama dan Investasi

Fa-riwlaia seuasai p€doman dalam pelaksanaan tugas;

memberi petuniuk, bimbingan teknis' pengawasan dan penilaian kin€ria

kepada bawahin sehingga pelaksanaan tugas beqalan lancar;

menialin koordinasi, keriasama dan hubungan kemitraan dengan
'u"iuig"l 

pitt"t t"*ait lembiga adat dan masyarakati

i"ren'on"r"n pembangunan wahana baru/menciptakan obiek wisata

yang Daru;

merigemoangfanlmeningkatkan potensi obiek wisata yang ada

o.

e.

t. mem,-buat laporan hasil p€laksanaan tugas dan ,ryP.9,1[11. 
t"t"n

;ffiils;-ri;aa atasln seuagai uahan perumusan kebijakan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipetintahkan atas,an

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelalGanaan ugas'

Seksi Pemberdayran dan P'nn Sorte [a3yarrkat

Paqal 26

(1) Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok mombantu Kepala.Bidang dalam

mltakuian-oembinaari, koordinaii' monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Derberdayaan dan peranserta masyarakat

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

sebagai berikut:

a, menyusun rencana kegiatan sebagai p€doman dalam p€laksanaan

tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kineria

kepada bawahan sehingga polaksanaan tugas beqalan Encar;

c. menviapkan bahan kebijakan dan penetapan kabupaten dalam- 
p"nd"tUang"n sumber daya manuasia kebudayaan dan Pariwista;

d. melakukan usaha-usaha pEnyuluhan dan p€mbinaan kepada masyarakat

luas tentang kebudayaan dan pariwisata:

e. melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas dan Peran gena

masyarakat dalam pemberdayaan kebudayaan dan panwsala;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran 8arta'' 
masyarafat dalam perlindungan, pemeliharaan dan P€manfaetan
kebudayaan dan Pariwisata;

o. menvusun taporan hasil pelaksanaan tugas seksi cagar budaya dan
" ..riGtii"n 'saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebiiakan;

h. melakukan tugas k€dinasan lain yang diperintahkan ol€h atasan 868uai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

BAB III

KELOi'POK JABATAN FUNGSIONAL

Pa6al 27

Kelomook Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

oemerintahan daerah, sesuai bidang fungsi masing-masing berdasaflGn oengan

keahlian dan kebutuhan.

3€3Ual



Pasal 28

11}Ke|omookiabatanfungsiona|dimaksudpadapasa|2Ttedirida'iseium|ah''' ie-nigJ d";ffi lenl"ni lauatan fungsional vang tebagi dalam berbagai

kelomook sesuai dengan bidang keahlianya

(2) Setiao kelompok s€bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini .diPimpin 
oleh

-' ;;;g ienaia tungsio;nat senior yang ditunjuk oleh sekretaris daerah at'as

usul din bertanggung.iawab kepada kepala d'nas'

(3) Jumlah jabatan tungsional dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ieniang dan p€mbinaan iabatan fungsional.dimaksud ayat (1) pasal ini'
' ' diaturieiuai dengin perundang-undangan yang borlaku'

BAB IV

PENGANGKATAN DAI{ PEMBERHENTIAN DALAU JABATAN

Pasal 29

(l) Kepala Dinas diangkal dan dib€rhentikan oleh buPati dari PNS yang
'' memenuhi syarat atas usul s€kretalis daerah s€laku ketua lim

eAFEiJnKAi ."t"lah berkonsultasi secara tertulis dengan gub€mur sulawesi

S€latan bagi pejabat yang diPromosikan '

(2) Sekretaris, dan kepala bidang, diangkat dan dibefientikan ol6h bupati atas
'-' usui iexraaris oaerah setatu t<etua tim BAPERJAKAT dengan sep€ngetahuan

kepala dinas.

(3) KeDala sub baqian , seksi dan kepala UPTD diangkat dan diberhantikan oleh
-' 

"L-[rrt"ri" 
dairah selaku keiua tim BAPERJAKAT atas p€limpahan

kewenangan buPati.

{4} Peiabal funosional pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh buPati atas
' ' usil sekreta-ris daerah selaku ketua tlm BAPERJAKAT berdasarkan p€raturan

perundang- undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimPinen unit organisaEi dan k€lompok jabatan

tuil;i;l waiib meneraipkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

datim lingkun'gan masing-masing maupun antsr satuan organisasi dalam lingkup

oemerinta-h oierah seni dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sasuai

dengan tugas masing-masing .

Pasal 31

Setiap pimpinan saluan organisasi waiib mongawasi bawahannya masing-masing

dan apabila terjadi pontimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan p€rundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam unit koia bertanggung iawab memimpin

aan mingioorOinasikan b;wahannya dan memberikan bimbingan s€rta Petuniuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasel 33

Setiap pimpinan satuan organisasi waiib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

oerta'nggung jawab kepadi atasan masing-masing dan menyi€pkan laporan

berkala tepat pada waKunya.



b

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawanannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjul dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan raporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dalam rangka polltberian bimbingan kepada bawahan
masing - masing, wajib mengadakan rapal borkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan atau peraturan
B1pati yang mengalur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 38

mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten

Peraturan Bupati ini

Agar seliap orang
peraturan Bupati rni
Maros.

t,

7

Oitetapkan di Maros
,Pada al, 3 Jan]'8rl 2ot1

RAHHAN. MM

Diundangkan di lraros

. :,,fl?:*:n r ranuari 2oil

SEKRETARIS OAERAH,

lr. H. BAHARUDDIN. MM
'Pangkat' : Pembina Utama Madya
NIP : '19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2OII NOTSOR


